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BAB Il
TINJUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada
dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa)
yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah
terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. * Sarjana hukum
Indoesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam
bahasa belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduannya, yaitu
straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam
sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana.
Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan
hukum pidana.*

D. Van Hamel, merumuskan bahwa Hukum Pidana adalah
keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam
kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang
apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan
suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan
tersebut).?

2.2 Asas legalitas

Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP, Tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuasaan aturan pidana
dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan,
Aspek asas legalitas pertama, mengandung makna bahwa
ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui
undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan
undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang
dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang
yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk

! Andi Hamzah, Asas — Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, 2008,
Jakarta:), hal. 27.

2 Fitrotin Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (: Dunia
Cerdas, Jakarta Timur ,2014), hal. 18.
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berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas kedua
mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang
lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama
mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal,
tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang
ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal (Undang-
Undang dalam arti formal disiniadalah Undang-Undana yang
dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20
Undang-Undang Dasar 1945.3
Urgensi asas legalitas adalah sebagai dasar hukum
menjatuhkannya pidana mati bagi seseorang yang melakukan
tindak pidana korupsi seperti yang dijelasakan di atas bahwa
ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui
undang-undang.
2.3 lex specialis derogat legi generalis
asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum
yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum
yang bersifat umum (lex generalis).
2.4 Extraordinary Crime
Bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan
berupa pelanggaran hak asasi manusia secara berat, karena
kejahatan ini tidak lagi mempedulikan keselamatan maupun
kesejahteraan orang banyak.
2.5 Konsep Recidive
Recidive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana
dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap atau “inkracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak
pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis adalah pada
Recidive sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang

®D. Schaffmeister, sebagaimana dikutip 1.G.M. Nurdjan, Korupsi —
Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2010, hal. 68.
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “inkracht van
gewijsde” sedangkan Concursus Realis terdakwa melakukan
perbuatan pidana dan antara perbuatan satu denagan yang lain
belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap atau “inkracht van gewijsde” .Recidive merupakan
alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatunkan. Dalam
ilmu hukumpidana dikenal ada dua sistem Recidive antara lain:
251 Sistem Recidive Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis
tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja,
merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan
dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada
daluwarsa dalam residivenya.

2.5.2 Sistem Recidive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan
merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya
dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis
tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu
yang tertentu pula.

Dalam KUHP ketentuan mengenai Recidive tidak diatur
secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak
pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.
Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat
teganggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan
demikian KUHP termasuk kedalam Recidive khusus.

a. Recidive Kejahatan

Recidive terhadap kejahatan adalah pengulangan tidak
pidana yang fokusnya ada pada pidana kejahatan,tercantum
dalam pasal :

137 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan pada

waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu

belum lewat dua tahun sejak adanya pemindaan menjadi
tetap karena kejahatan semacam itu juga , maka
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terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian
tersebut.

144 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan pada
waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu
belum lewat dua tahun sejak adanya pemindaan yang
tetap karena kejahatan semacam itu juga , ia dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut.

155 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu
belum lewat lima tahun sejak pemindaannya menjadi tetap
karena melakukan kejahatan semacam itu juga,yang
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian
tersebut.

161 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu
belum lewat lima tahun sejak pemindaannya menjadi tetap
karena kejahatan semacam itu juga,yang bersangkutan
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

163 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu
belum lewat lima tahun sejak pemindaannya menjadi tetap
karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

208 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun
sejak adanya pemindaan yang menjadi tetap karena
kejahatan semacam itu juga,maka yang bersangkutan
dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

216 (3) ; jika pada waktu melakukan kejahatan belum
lewat dua tahun sejak adannya pemindaan yang menjadi
tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya
dapat ditambah sepertiga.
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321 (2) ; jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
dalam menjalankan pencariannya,sedangkan ketika itu
belum lampau dua tahun sejak adanya pemindaan yang
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka
dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian
tersebut.

393 (2) ; jika pada waktu melakukan kejahatan belum
lewat lima tahun sejak adanya pemindaan yang menjadi
tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan
pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

303 his (2) ; jika ketika melakukan pelanggaran belum
lewat dua tahun sejak ada pemindaan yang menjadi tetap
karena salah satu dari pelanggaran ini,dapat dikenakan
pidana penjara paling lama enam tahu atau pidana denda
paling banyak lima belas juta rupiah.

Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan

menjadi alasan pemeberat, perlu diingat bahwa mengenai
tenggang waktu dalam Recidive tersebut tidak sama misalnya

pada:

Pasal 137 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan
yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil
presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui
atau lebih diketahui oleh umum , diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 144 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukan
atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan
yang berisi peghinaan terhadap raja yang memerintah,
atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di
Indonesia dalam pengkatnya, dengan maksud supaya
penghinaan itu diketahui atau lebih di ketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan
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bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
Pasal 208 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukan
atau menempelkan dimuka umum suatu tulisan atau
lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau
badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud
supaya isi yang mengina itu diketahui atau lebih diketahui
oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat bulan ataupun pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Jika sebelum dua tahun setelah menjalani
Pasal 216 ; barang siapa dengan segaja tidak menuruti
perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-
undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi
sesuatu,atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian
pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa
tindak pidana demikian pula barang siapa dengan sengaja
mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan
tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang
yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan
dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan
ribu rupiah.

Pasal 303 bis ; diancam dengan pidana penjara paling

lama empat tahun atau pidana denda paling banyak

sepuluh juta rupiah :

a. barang siapa mengunakan kesempatan main judi, yang
diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau
di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau
ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah
memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
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Pasal 321 ; barang siapa menyiarkan,mempertunjukkan
atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran
yang isinya menghina atau bagi orang atau bagi orang
yang sudah mati mencemarkan namanya dengan maksud
supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih di
ketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. tenggang
waktunya dua tahun.

Batasan dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 adalah

selama dua tahun setelah menjalani pemidanaan.
Pasal 157 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum,
yang isinya mengandung pernyataan  perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau
terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh
umum , diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 161 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukan
atau menempelkan di muka umum tulisan yang
menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,
menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau
menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di
atas, dengan maksud supaya isi yang mennghasut
diketahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 163 ; barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
atau menempelkan dimuka umum tulisan yang berisi
penawaran untuk memberi keterangan , kesempatan atau
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saran guna melakukan tindak pidana dengan maksud
supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah. dan
Pasal 393 ; barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa
tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari indonesia,
menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau
mmpunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan.
Barang —barang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada
bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma yang
khayal,ataupun pada barangnya sendiri atau pada
bungkusnya ditirukan nama firma atau mere demikian
sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Batasan dalam Pasal 157, 161, 163, dan 393 adalah
selama lima tahun setelah menjalani pemidanaan, Sedangkan
untuk Recidive yang diatur dalam pasal 486, 477 dan 488 KUHP
mensyaratkan bahwa tindak pidana yang di ulangi termasuk
dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.

b. Recidive Pelanggaran

Recidive pelangaran adalah pengulangan tindak pidannya
berfokus pada pelanggaran, ada 14 jenis tindak pidana yaitu :

Pasal 489 ; kenakalan terhadap orang atau barang yang

dapat menimbulkan bahaya ,kerugian atau kesusahan,

diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus
dua puluh lima rupiah.

Pasal 492 ; barang siapa dalam keadaan mabuk di muka

umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban

, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan

sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati,atau
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dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih
dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan
orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama
enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah.
Pasal 495 ; barang siapa tanpa izin kepala polisi atau
pejabat yang ditunjuk untuk itu , di tempat yang dilalui
orang memasang ranjau perangkap , jerat, atau perkakas
lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas,
diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 536 ; ayat (1) berbunyi ; Barangsiapa yang nyata

mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak -

banyaknya Rp 225.

Ayat (2), berbunyi ; Jika pada waktu melakukan

pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan

hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran
pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang
diterangkan dalam;

Pasal 541 ;, ayat (1), berbunyi : Dengan hukuman denda

sebanyak - banyaknya Rp 225, dihukum :

a. Barangsiapa memakai kuda untuk pekerjaan memikul,
ditunggangi, atau menarik, sedang binatang itu belum
berganti gigi atau yang kedua giginya disebelah dalam
tulang rahang dimuka (yang diatas) belum menyanggit
dengan giginya disebelah dalam dari tulang rahang
dibelakang (yang bawah).

b. Barangsiapa memberi kuda berpakaian atau mengikat
atau memasang kuda itu pada kendaraan atau pada
binatang penarik, sedang kuda itu belum berganti gigi
atau yang kedua giginya disebelah dalam dari tulang
tahang di muka (yang diatas) belum menyanggit
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dengan giginya disebelah dalam dari tulang rahang
dibelakang (yang bawah).

c. Orang yang memakai kuda betina, sedang ia
membiarkan anak kuda yang belum mempunyai gigi
muda keenam - enamnya mengikut induknya apabila
dipakai untuk melakukan pekerjaan memikul,
ditunggangi atau menarik.

Ayat (2), berbunyi : Jika pada waktu melakukan
pelanggaran itu belum lagi lalu 1 tahun, sejak ketetapan
putusan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran
pelanggaran serupa itu juga atau lantaran salah satu
pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran
yang diterangkan dalam pasal 540 atau lantaran kejahatan
yang tersebut dalam pasal 302, maka hukuman denda itu
dapat diganti dengan hukuman Kkurungan selama -
lamanya tiga hari.

Pasal 545 ; ayat (1), berbunyi : Barangsiapa dengan tidak

seizin kepala polisi atau amtenar yang ditunjuk oleh

pembesar itu, mengadu ayam atau jangkrik pada atau
ditepi jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi
oleh umum, dihukum kurungan selama - lamanya enam

hari atau denda sebanyak - banyaknya Rp 375.

Ayat 2, berbunyi : Jika pada waktu melakukan

pelanggaran itu belum lagi lalu 1 tahun, sejak ketetapan

putusan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran
pelanggaran serupa itu juga, maka hukuman itu dapat
dilipat dua.

Batasan dalam Pasal 489, 492, 536, 541, 545, dan 495

adalah satu tahun setelah menjalani pemidanaan.

Pasal 501 ; diancam dengan pidana denda paling banyak

tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

a. barang siapa menjual, menawarkan,menyerahkan,
membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual
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atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang
dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak
yang sakit atau yang dapat menganggu kesehatan;

b. barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat
yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan,
menyerahkan, membagikan daging ternak yang
dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

Pasal 512 ; barang siapa tidak diwenangkan melakukan
pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi
kewenangan untuk itu, melakukannya tanpa.
Pasal 516 ; Barangsiapa yang pencahariannya memberi
tempat orang bermalam, tidak memegang daftar yang
bernomor berturut atau mengalpakan menuliskan atau
menyuruh menuliskan nama, pekerjaan atau jabatan,
tempat tinggal, hari datang dan berangkatnya orang, yang
bermalam dirumahnya, atau mengalpakan
memperlihatkan daftar itu kepada kepala polisi atau
pegawai yang ditunjuk olehnya, dihukum dengan
hukuman denda sebanyak - banyaknya Rp 375.
Pasal 517 ; Barangsiapa membeli menukar, menerima,
sebagai pemberian menerima gadai, menerima akan
dipakai atau akan disimpan barang yang menjadi pakaian,
kelengkapan atau alat senjata anggota tentara dibawah
pangkat opsir, atau barangsiapa menjualkan, menukarkan,
memberikan sebagai pemberian, menggadaikan, akan
dipakai atau akan disimpan barang yang demikian itu
untuk orang militer dibawah pangkat opsir, dengan tidak
ada izin dari opsir yang memerintahkan atau atas nama
opsir tersebut. Barangsiala membiasakan membeli barang
demikian itu, yang tidak menurut peraturan undang -
undang umum tentang memegang daftar pembelian
barang itu.
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Pasal 530 ; ayat (1) Pemuka agama yang telah melakukan
sesuatu upacara agama dalam menikahkan orang yang
hanya boleh dinikahkan dimuka amtenar burgerlijke
stand, sebelum kedua belah pihak menyatakan bahwa
mereka itu telah kawin dihadapan amtenar tersebut,
dihukum denda sebanyak - banyaknya Rp 4500. ayat (2),
berbunyi :Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu
belum lagi lewat 2 tahun sejak ketetapan putusan
hukuman yang dahulu bagi stersalah lantaran pelanggaran
serupa itu juga, maka hukuman denda itu diganti dengan
hukuman kurungan selama - lamanya dua bulan.

Batasan dalam Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 adalah
dua tahun setelah menjalani pemidanaan.

Pasal ; 549 KUHP Syarat-syarat Recidive pelanggaran

disebutkan  dalam  masing-masing  pasal  yang

bersangkutan.

2.5.3 Recidive di luar KUHP.

Recidive diluar KUHP antara lain diatur di dalam
Undang-undang :Tidak pidana narkotika (UU 22 / 1997), Pasal
78 ; Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan,
memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan |
dalam bentuk tanaman; atau

b. memiliki, menyimpanan untuk dimiliki atau untuk persediaan,
atau menguasai narkotika Golongan | bukan tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

c. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua
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puluh lima tuja rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

d. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belasO tahun
dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu
rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 79 ; Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan,
atau menguasai narkotika Golongan 1I, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dengan denda
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta);

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan
atau menguasai narkotika Golongan Ill, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah);

b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah).

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah);

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
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denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah);

Ayat (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda
paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga mulyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu mulyar rupiah);

Pasal 80 ; (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengkonvensi,
merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. memproduksi, mengolah, mengkonvensi, merakit atau
menyediakan narkotika Golongan 11, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. memproduksi, mengolah, mengkonvensik, merakit, atau
menyediakan narkotika Golongan 111, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat,
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp 2.000.000.000,00 (dua puluh mulyar);

b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan
belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
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tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah);

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a.

Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah);

Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah);

Ayat (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a.

Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda
paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda
palingbanyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
Ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh korporasi, dipidana denda
paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Pasal 81 ; Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a.

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika Golongan 11, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
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C. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
narkotika Golongan I1lI, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) dan
denda palingn sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara lama 12
(dua belas) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana lama 9 (sembilan)
dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah);

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah);

c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah);

Ayat (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
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Ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
Ayat (1) huruf b dilakukan korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Ayat (1) huruf a dilakukan korporasi, dipidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Pasal 82 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a.

mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,
menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I,
dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,
menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan
Il, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);

mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,
menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan
I11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah);

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a.

Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
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rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah);

b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara dan paling
lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

b. Ayat (1) huruf b terorganisasi, dipidana dengan pidana
penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf c terorganisasi, dipidana dengan pidana
penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Pasal 83 berbunyi : Hak menjalankan hukuman hapus karena

siterhukum meninggal dunia.

Pasal 84 ayat (1), berbunyi : Hak menjalankan hukuman gugur

karena lalu waktunya (daluwarsa).

Ayat (2), berbunyi :Tempo gugurnya itu, untuk pelanggaran

sesudah dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan

mempergunakan percetakan sesudah lima tahun, dan untuk
kejahatan yang lain sesudah sepertiganya lebih dari tempo
gugurnya penuntutan hak menuntut hukuman.

Ayat (3), berbunyi : Tempo gugurnya itu sekali - kali tidak boleh

kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan.
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Ayat (4), berbunyi : Hak menjalankan hukuman mati tidak dapat
gugur karena lewat temponya.
Pasal 85 ayat 1, berbunyi : Tempo gugurnya hak menjalankan
hukuman itu mulai pada keesokan hari, sesudah waktu keputusan
hakim dapat dijalankan.
Ayat (2), berbunyi : Jika siterhukum melarikan diri sedang ia
menjalankan hukumannya, maka tempo gugurnya yang baru,
mulai pada keesokan harinya sesudah ia melarikan diri itu. Jika
pelepasan orang dengan perjanjian dicabut, maka tempo
gugurnya yang baru, mulai pada keesokan harinya sesudah
keputusan itu dicabut.
Ayat (3), berbunyi : Tempo tersebut tidak berjalan selama orang
yang dihukum diperhentikan menjalankan hukumannya yang
diperintah dalam undang - undang umum, demikian pula selama
orang itu ditutup, meskipun karena hukuman yang lain.
Pasal 87; tenggang waktu lima tahun. Ancaman pidana ditambah
sepertiga. Tindak pidana Pisikotropika (UU No 5/1997), Pasal 72,
ancaman pidana ditambah sepertiga.

2.6 Pengertian korupsi

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan

singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan
hukum yang luas* istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas
atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan
keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam
perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah
tindakan penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power) atau
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.
a. J.s.Nye menyatakan bahwa korupsi adalah ;

Perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan

kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan

* Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan
Berbagai Permaslahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 80



33

melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk
kepentingan pribadi.’

b. Carl J fresrich, menyatakan bahwa ;

untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan
uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan
Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau
menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga
benar-benar membahayakan kepentingan umum.®

c. Sudarto menyatakan tindak pidana korupsi sebagai berikut ;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil
maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian
negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si
pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian
negara.’

d. Selo Sumardjan menyatakan korupsi yaitu :

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam suatu napas
karena ketigannya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
adapun faktor pendukung korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
adalah ;

1. Pranata- pranata sosial kontrol tidak

efektif lagi,

2. penyalahgunaan kekuasaan  negara

sebagai short cut mengumpulkan harta,

® Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2005, him. 9

® Ibid,him.9

" Ibid,him.18
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Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan

pembangunan nasional.®
2.7 Sejarah Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati,
baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana
pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam,
terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal
adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati
pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu
tiang yang dibakar sampai mati.’

Pidana mati tercantum di dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1946 W.v.S (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah
kolonial belanda, dengan dicantumkannya hukuman mati pada
WvS pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial
didasarkan pada “alasan berdasarkan faktor rasial”®®, mungkin
hanya berlaku dahulu saja, dan tidak lagi untuk sekarang.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum
pidana mengenai pidana mati dalam KUHP dan juga
mengeluarkan undang-undang di luar KUHP yang mengancam
Pidana Mati.

a. Pidana mati di dalam KUHP Pasal 10 huruf a, Menyatakan
bahwa salah satu pidana pokok adalah Pidana mati. Pasal-
Pasal dalam KUHP yang menjatuhkan hukuman mati :

Pasal 104 : makar terhadap presiden dan wakil presiden.

Pasal 111 ayat (2) : membujuk negara asing untuk
bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan
atau jadi perang.

Pasal 124 ayat (3) : membantu musuh waktu perang.

® Ibid,hal.19-20

® Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011, hal 117-118

1% Sahetapy, ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana,
Bandung, Alumni, 1979, hal. 29
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Pasal 140 ayat (3) : makar terhadap raja atau kepala negara-
negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut.

Pasal 340 : pembunuhan berencana.

Pasal 365 ayat (4) : pencurian dengan kekerasan yang
mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 368 ayat (2): pemerasan dengan kekerasan yang
mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 444 : pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang
mengakibatkan kematian.

2.8 Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari
stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana
pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional.
Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok
dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan
retensionis dan abolisionis.

Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat
beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana
mati, antara lain:

Pasal 164 ; tentang menentang ideologi negara Pancasila : Barang
siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan
perbuatan menentang ideologi negera Pancasila atau Undang-
Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara
atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya
keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua
puluh tahun dan paling rendah lima tahun.

Pasal 167 ; tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil
presiden

Pasal 186 ; tentang pemberian bantuan kepada musuh.

Pasal 269 ; tentang terorisme :

Ayat (1) : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga
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tahun, barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap target-target sipil dengan  maksud
menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan
mengadakan intimidasi Pada masyarakat, dengan tujuan akhir
melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku.

Ayat (2) : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah
lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan
bahaya bagi nyawa orang lain.

Ayat (3) : Dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama
duapuluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan
terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain
dan mengakibatkan matinya orang.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana
ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP
1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada hakim dalam
rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang
acapkali sulit dibuktikan.Dengan demikian hakim akan lebih
mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau
upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan
bagi masyarakat.

b. Pidana mati dalam perundang-undangan diluar KUHP

2.9 Dasar, bentuk-bentuk dan sejarah Tindak Pidana
Korupsi
2.9.1 Sejarah tindak pidana korupsi

KUHP buku ii bab xxviii tentang kejahatan jabatan Pasal
413 — 437 korupsi sebagai delik jabatan Pasal 415 — 425 ;

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan
Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun
1958) (staf AL No. Prt/Z.1/1/7) Pertama kali dikenal istilah
korupsi Dibedakan antara: Korupsi pidana (Pasal 2): Pertama,
perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang
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lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan
modal dan  kelonggaran-kelonggaran  dari  masyarakat.
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan Ketiga, Yyang
tercantum dalam Pasal 41 — Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no.
Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal
209; 210; 418;419 dan 420 KUHP.

Korupsi bukan pidana — perdata (Pasal 3) Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April
1958 no. Prt/Perppu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958),
perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan
modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

Perppu No. 24 Tahun 1960 Tentang
Pengusutan,Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
(UU No. 24/Prp/1960) Penggunaan pertama kali istilah Tindak
Pidana Korupsi. Hukum pidana khusus Hal yang berbeda:
Pertama, merumuskan tindak pidana korupsi (Pasal 1 a dan b;
Pasal 17 — 21);

Pasal 17 ; Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada
seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara
atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu
badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau
Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal
dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat,
dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang
yag melekat pada jabatan atau kedudukannya atau yang oleh
sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
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atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya satu juta rupiah.
Pasal 18 ; Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11
dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi
keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda
setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Pasal 19 ; Barangsiapa dengan sengaja tidak memenubhi
permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 Ayat (1) atau
kewajiban tersebut dalam pasal 5 Ayat (2) dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda
setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Pasal 20 ; Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi
jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1)
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima
tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.
Pasal 21 ; Barangsiapa dengan sengaja tidak memenubhi
kewajiban tersebut dalam pasal 12 Ayat (1) dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda
setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret
1971) Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung atau tidak
langsung merugikan...” kata “tidak langsung” sangat luas sekali
akibat hukumnya dianut teori von Bury mengenai ajaran
kausalitas yang conditio sine qua non. Pasal 1 ayat (1) sub a
terdapat unsur “atau patut diketahui...” bermakna culpa. Kerugian
negara yang timbul karena alpa Unsur “melawan hukum” baik
formil maupun materiil untuk lebih memperluas cakupan
berlakunya undang-undang Pasal 1 ayat (1) sub a”..bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara..” delik
dirumuskan secara materiil Pasal 1 ayat (1) sub b”’langsung atau
tidak langsung dapat merugikan keuangan negara...” delik
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dirumuskan secara formil Pasal 28 mensamaratakan hukuman
yaitu seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 30 juta,-
2.9.2 Dasar hukum tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomer 3 tahun 1971, jo Undang-Undang
Nomer 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomer 20 Tahun
2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bab Il TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 — 20, termasuk
dalam tindak pidana korupsi ;
Pasal 2 ayat (1) ; Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat (2) ; Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu
pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 ; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 5 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
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(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 6 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Pasal 7 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah).

Pasal 8 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).

Pasal 9 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 10 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling
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sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 12 ; Setiap orang yang melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423,
Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 13 ; Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji
kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau
oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14 ; Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-
undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran
terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak
pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang ini.

Pasal 15 ; Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan,
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
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Pasal 16 ; Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia

yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan

untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana
yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 17

; Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat

dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18 Ayat (1). Selain pidana tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai

pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-
barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang
telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) ; Jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut.

Ayat (3) ; Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Pasal 20 Ayat (1) ; Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau
atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana
dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2) ; Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama-sama.

Ayat (3) ; Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu
korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Ayat (4) ; Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Ayat (5) ; Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke siding
pengadilan.

Ayat (6) ; Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap
korporasi, maka pengilan untuk menghadap dan Penyerahan surat
panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat
tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Ayat (7) ; Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana
ditambah 1/3 (satu per tiga).

Korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana :

1. Merugian keuangan dan perekonomian negara;

2. Suap menyuap-gratifikasi;

3. Penggelapan dalam jabatan;

4. Pemalsuan;
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5. Pemerasan;
6. Perbuatan curang;
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
Kecuali: Pasal 4 dan 19, yang memuat menengenai pengembalian
dan perampasan;
Pasal 4 ; Pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 19 Ayat (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan
barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan,
apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
Ayat (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang
mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat
mengajukan  surat  keberatan kepada pengadilan yang
bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah
putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum.
Ayat (3) ; Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) untuk menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan pengadilan.
Ayat (4) ; Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang
berkepentingan.
Ayat (5) ; Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah
Agung oleh pemohon atau penuntut umum.
Pengaturan pidana mati dalam pidana korupsi ada dalam Pasal 2,
Pasal 15 dan Pasal 16.

2.9.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :
1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk

korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik



antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan
pribadi masing- masing pihak dan kedua pihak sama-sama
aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan
tersebut.

Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu
bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak
pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna
mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya,
kepentingannya,orang-orang, atau hal-hal yang penting
baginya.

Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah
suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara
tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang
suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan
perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain
kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau
ketentuan yang berlaku.

Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi
yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada
keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu,
melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan
diperoleh di masa depan.

Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu
bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana
yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat
korupsi yang sedang dijalankan.

Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk
korupsi yang dilakukan secara individual untuk
mendapatkan ~ keuntungan karena memahami  dan
mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek
korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi
yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka

45
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mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap
dirinya.'!
2.10 Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

1. Aspek Individu Pelaku korupsi
Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab
dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya,
yang dapat  pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau
kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang
terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:
a. Sifat Tamak Manusia
Kemungkinan orang yang melakukan korupsi
adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi,
bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan
kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun
kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang
tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan
korupsi, maka akan dilakukan juga.'?
b. Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung
lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena
adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk
melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman
setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang
dilayani."®
c. Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang
Wajar Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau

1 Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.39
12 BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat
Pendidik?g dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hal. 257-258
Ibid
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tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari
tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk
korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga,
dalam arti bahwa seharusnya pada jam Kkerja, waktu,
pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas
ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.**
d. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan
keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan
untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan
untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-
bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil
untuk berbuat korupsi.*
e. Gaya Hidup Konsumtif
Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar,
mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil
mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang
mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif
tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit
semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan
mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana
kesempatan untuk melakukannya ada.*®
f. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras
Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi
adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang
banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna
meningkatkan penghasilannya.’

14 Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai
Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo
Semarang, 2010, hal. 84

™ bid, hal. 85

' Ibid, hal. 86

Ybid
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g. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar
Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-
orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran
agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan
tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi.
Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang
tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.™®
2. Aspek Organisasi
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang
luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.
Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi
terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena
membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
Diantara penyebabnya adalah:
a. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin
Dalam organisasi, pimpinannya baik yang
formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan
menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang
berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila
pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih
dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka
anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung
untuk bergaya hidup yang sama.*®
b. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
Kultur atau budaya organisasi biasanya akan
mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada
anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada
kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam
menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan
menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan
tersebut akan dianggap sebagai kultur dilingkungan

8 1bid, hal. 87
9 1bid, hal. 88



yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari
suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang
pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah
ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.?
Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang
Memadai Pada organisasi dimana setiap unit
organisasinya mempunyai sasaran yang telah
ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap
penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan
sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur
kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan
selalu  dimonitor dengan baik. Pada instansi
pemerintah, pada umumnya instansi  belum
merumuskan dengan jelas visi dan misi yang
diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat
tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula
dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya,
pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan
sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat
pencapaian sasaran Yyang seharusnya dirumuskan
dengan tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put).
Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan
penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai
sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan
situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.?*
Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pada organisasi di mana pengendalian
manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang
melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang
pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai

2 |bid
2L |bid, hal. 89
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yang mengetahui bahwa sistem pengendalian
manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah,
maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya
untuk melakukan korupsi.??
e. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam
Organisasinya
Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di
mana  terjadi korupsi enggan membantu
mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi
tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya.
Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena
terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya.
Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk
menutup-nutupi  korupsi yang ada, dan berusaha
menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang
kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang
lain.?
3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada
a. Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata
Kondusif Untuk Terjadinya Korupsi
Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu.
Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam
pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai
seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki
orang yang bersangkutan.?!
b. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling
Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah
Masyarakat Sendiri

22 |pid,hal.90
23 |bid,hal.92
24 | bid,hal.92



51

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa
apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan
paling dirugikan adalah negara atau pemerintah.
Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau
pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga
merugikan masyarakat sendiri.”®
Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat
Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa
apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang
harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya.
Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap
perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan
keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu.
Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.?®
Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau
Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa
pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan
pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan
seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini
pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena
upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak
mengandalkan pemerintah.?’

Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai
potensi dan kemampuan diberbagai bidang, yang apabila
dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka
akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan
korupsi. Sebagai contoh, peran-serta secara aktif dari
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kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang

lebih

besar untuk berhasil mengurangi ketamakan

manusia. Demikian peran-serta secara aktif dari para
pendidik.?®
beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi, antara lain,

yaitu:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9

Lemahnya/ tidak adanya kepemimpinan yang
berpengaruh dalam “menjinakkan” korupsi ;
Kurangnya pendidikan agama dan etika ;
Konsumerisme dan globalisasi ;

Kurangnya pendidikan ;

Kemiskinan ;

Tidak adanya tindak hukuman yang keras ;
Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku
anti korupsi ;

Struktur pemerintahan ;

Perubahan radikal/ transisi demokrasi

Sementara, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan
oleh bagian Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa
penyebab perilaku korupsi, yaitu:

1)

2)
3)

Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin
memiliki banyak uang dengan cara cepat meski
memiliki etos kerja yang rendah ;

Rendahnya moral ;

Penegakan hukum yang lemah.”
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